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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 106, Pasal 111 dan
Pasal 134 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pengadaan
barang/jasa pemerintah dilakukan secara elektronik;
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.8/Menhut-II/2012 tentang Layanan Pengadaan
Barang/Jasa  Secara  Elektronik di  lingkungan
Kementerian Kehutanan telah ditetapkan layanan
pengadaan barang/jasa secara elektronik di Lingkungan
Kementerian Kehutanan;

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan telah ditetapkan Kementerian Lingkungan
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Mengingat

Hidup dan Kehutanan;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan telah ditetapkan organisasi dan
tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Secara Elektronik di Lingkup Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5655);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 17);

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri



Menetapkan
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Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun
2015

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Unit Layanan Pengadaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 501), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Unit Layanan Pengadaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 391);

8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Layanan Pengadaan Secara Elektronik ;

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 713);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P. 35/Menlhk-Setjen/2015 tentang Unit Layanan
Pengadaan di Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1093);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG LAYANAN PENGADAAN

BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUP
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.

Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik atau E-
Procurement adalah pengadaan barang/jasa yang
dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi
dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya
disebut LPSE, adalah unit kerja yang dibentuk untuk
menyelenggarakan pengelolaan layanan sistem
pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya
disingkat SPSE, adalah kesisteman yang meliputi aplikasi
perangkat lunak (aplikas) SPSE dan database E-
Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk
digunakan LPSE dan infrastrukturnya.

E-Tendering adalah tata cara pemilihan penyedia
barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat
diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar
pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara
menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu
yang telah ditentukan.

E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa
melalui sistem katalog elektronik.

Katalog elektronik (E-Catalogue) adalah sistem informasi
elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis,
dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia
barang/jasa pemerintah.

UserID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas
diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di
dalam aplikasi SPSE.

Password adalah kumpulan karakter atau string yang
digunakan oleh pengguna untuk memverifikasi UserID

kepada aplikasi SPSE.
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11.
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Portal LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan adalah pintu gerbang sistem informasi
elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan
barang/jasa di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, yang dikelola oleh LPSE Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem
informasi elektronik yang terkait dengan informasi
pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola
oleh LKPP.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran di masing-masing Satuan Kerja di lingkup
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk
menggunakan anggaran di masing-masing Satuan Kerja
di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK, adalah pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkup
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP
adalah wunit organisasi Pemerintah yang berfungsi
melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkup
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki
Sertifikat Keahlian Pengadaan barang/jasa yang
melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkup
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang
perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan
konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan

kehutanan.



